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Book Reaiew
Hukum Islam dan Kesetaraan Jender
di Indonesia
Arskal Salim
Abstract Studies on lslnmic law in Indonesin hnae still not anried. Those
currently nanilnble in English or Bnhnsn hnae only sought to understnnd
the existence of Islnmic lnw in Indonesin from one dominnnt perspectiae.
This dominnnt nppronch uses fi politicnl nnd legnl perspectioe. The sub-
ject of this reaiew is n book entitled Islam, Law and Equality in Indo-
nesia. Using an anthropologicnl nppronch, the nuthor,lohn Bowen, stud-
ies the wnys in which Islnmic lnw hns been prncticed nnd reshnped in the
Gnyo Highlnnd.
Tnking nn anthropologicnl nppronch, the prnctice of Islnmic law wns
not merely seen as n series of transcendent rites, but it was considered to
be a culturnl phenomenon in which indioidunls and community were
inaolued in the process of its formntion. Islsmic lnw, therefore, rzas not
purely rer:enled in doctrines but wns instend n product of the interaction
between humnn beings nnd the doctrines. In other ruords, whnt this book
seeks to explnin is not how religion functions ns nn assessment of a wide
range of humnn nctions,but is instend about indiuidunls' efforts to discoaer
n justificntion for the nctions they conduct in pnrticr.tlnr circtLmstnnces.
Indiaidunl actions, therefore, are regarded ns the outcome of ideas, norms,
nnd interests, nnd not simply ns n reflection or mnnifestation of religious
doctrines.
By nnd large, this book is nn ethnogrnphic exploration of how Muslim
people consider nnd resolae their daily difficulties in relntion to lnw,
religion nnd n notion of nn idenl equnlity in plurnlistic Indonesin. The
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mnin themes of this book inaolae public reaslning; interpretntions,
justificntions, find arguments sbout anrious norms and rLies reloted to
mnrriage, diaorce nnd inheritnnce. Bowen discrtsses diuerse topics suclr
fis nccess to lnnd, religious identity, wlmen's rights, respect for nncestors,
modernizntion, the rules of Inw, nnd the problems of holding togetlrcr n
nstion. Cender nnnlysis, equal rights, the relntionship between men nnd
'u)omen, nnd the interrelntionship between religions, Iocnl trndition nnd
uniaersal norms were the key considerntions in this boolc.
The nnt'hropology of ptrblic rensoning not only clncerns numerllts
socinl dynnmics sttch ns conJlicts, incompntibility, nnd lifestyle chnnges,
but it nlso proaides nn ndequnte spnce for different thoughts nbout certnin
socinl nnd religiotLs problems. For t'his renson, Bowen argues thnt the
public rensoning thnt nppenrs in lndonesin has been founded on n pnrticulnr
interpretntion of lslnm, in combinntion wit'h locnl utstoms nnd trnditions
(adat istiadat). This generntes frLrther debnte nbotLt whether sttch nn
interpretntion of religious texts (for exnmple, bnsed on the principle of
equnlity betrneen men nnd women) is ncceptnble. Bowen fottnd thnt the
Muslim people who he interaiewed in Indonesia dtrring his resenrch process
seemed to endorse nnd support n rensonnble conception of jtrstice thnt is
both public nnd lslnmic.
This book consists of three mnjor sections. Tlrc first discttsses disptLtes
between indiuiduals at the locnl leael, The concept of fnmily is centrnl
here, in order to locnte its menning within the system of norms nnd
practices, or ns the outcome of npplying uniuersal lslnmic rtiles for mnrrying,
diaorcing nnd inheriting ruenlth. The second section discttsses the piaotnl
role of the judicinl system in solaing legnl disputes, Bowen demonstrntes
thnt judges not only follow a pnrticulnr legnl structure (Islnmic lnw or
adat Inw), but they nlso take into nccount the socinl nnd politicnl
deaelopments thnt surround n cnse. Thus, the outcome is n legnl product
thnt reflects compromise nnd reconciliation, in which the principle of
gender equnlity is integrnl. The third pnrt of the boolc poses questions
about which legnl system renlisticnlly regulntes the nffnirs of lndonexnn
Muslims.In this lnst pnrt Bowen attempts to offer nn explnnntion nborLt
whether God or the Stnte mnkes the finnl decision nbout legnl mntters
concerning Muslims liaing in nntion-stntes.
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PENELITIAN yang berbobot terhadap hukum Islam di Indonesia
saat ini masih dirasakan kurang bervariasi. Kajian-kajian yang
sudah ada boleh dibilang belum melihat eksistensi hukum Islam
secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Perspektif yang
dominan mewarnai berbagai karya-karya yang telah dipub-
likasikan secara luas baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa
asing sangat membatasi diri pada perspektif politik dan hukum.
Buku yang ditulis oleh Daniel Lev, seorang sarjana Amerika yang
ahli tentang perkembangan politik hukum Indonesia, adalah salah
satu contoh yang boleh dibilang merupakan pelopor dalam
pendekatan tersebut.l Dengan kerangka pendekatan politik, Lev
telah berhasil memotret bagaimana institusi hukum Islam, dalam
hal ini pengadilan agama, mampu suruiue menghadapi persaingan
yang ketat dengan pengadilan (hukum) adat pada dekade-dekade
awal Indonesia merdeka. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam
karya M. Atho Mudzhar, seorang sarjana Indonesia yang meneliti
tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dekade 1980-an.2
Dalam kesimpulannya, Atho berargumen bahwa faktor sosial
politik mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam proses
penyusunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ulama
itu.
Buku hasil karya John Bowen yang didiskusikan sekarang ini
jelas sangat berbeda dengan kebanyakan publikasi tentang hukum
Islam di Indonesia. Bowen, seorang sarjana asal Amerika, mencoba
memberikan suatu sudut pandang baru, yaitu antropologi, dalam
mengkaji hukum Islam. Bagi antropolog yang melakukan penelitian
partisipatoris selama beberapa tahun di Dataran Tinggi Cayo Aceh
ini, pelaksanaan hukum Islam semata-mata tidak dipahami sebagai
suatu transendensi ritual, tetapi lebih dilihat sebagai suatu
fenomena budaya di mana individu dan masyarakat ikut terlibat
di dalam proses pembentukannya. Hukum Islam, dengan demikian,
bukanlah hanya terdiri dari wahyu yang berasal dari Tuhan,
melainkan juga merupakan produk dari hasil inieraksi tersebut.
Buku ini bukanlah karya pertama Bowen tentang Indonesia.
Sebelumnya ia sudah banyak mempublikasikan hasil-hasil
penelitiannya, khususnya mengenai perubahan sosial yang terjadi
dalam masyarakat Dataran Tinggi Cayo, Aceh. Disertasi doktor
yang dipertahankannya pada tahun 7984 di Universitas Chicago,
"The History and the Structure of Cayo Society: variation and
change in the highlands of Aceh", adalah awal mula ketertarikannya
secara akademik kepada masyarakat Cayo. Dua bukunya Sumntrnn
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Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989 dan Mttslims Through
Discourse: Religion nnd Ritunl in Gnyo Society, yang masing-masing
diterbitkan pada tahun 199I dan 1993, merupakan kajian-kajian
antropologis dan etnografis yang intensif terhadap masyarakat
Gayo dalam perkembangan berikutnya. Berhubung pendekatan
yang dipilih oleh Bowen adalah antropologi dan etnografi
sekaligus, pergesekan antara Islam dan adat kerapkali menjadi
perhatiannya. Dua tulisan Bowen yang masing-masing
dip ub likasikan di j urnal llmiah Am er i c an E t nol ogis f ( 1 9 B B) d an I sl n mi c
Law and Society (1998), artikel yang disebut terakhir ini dimuat
kembali sebagai Bab Enam dalam buku ini, menyoroti khususnya
persoalan kewarisan dalam masyarakat Indonesia.
Buku yang sedang didiskusikan ini jelas mempunyai benang
merah dengan publikasi Bowen sebelumnya. Secara umum buku
ini merupakan eksplorasi entnografis tentang bagaimana
sekelompok umat Islam memikirkan dan memecahkan masalah-
masalah pelik yang mereka hadapi berkenaan dengan hukum,
agama dan gambaran ideal persamaan hak dan status dalam
masyarakat Indonesia yang pluralistik. Yang lebih penting dari
itu, bahwa buku ini merupakan suatu karya yang mencoba
menempatkan masalah hukum Islam di tengah persoalan
pluralisme; suatu masalah krusial dalam masyarakat Islam yang
sampai hari ini tidak pernah mendapat solusi tuntas. Yang menjadi
obyek utama dalam karangan Bowen ini adalah berbagai bentuk
pertimbangan di muka umum (public rensoning); baik itu berupa
penafsiran, justifikasi, dan argumentasi yang terbangun di dalam
masyarakat terhadap norma-norma dan pelbagai aturan yang
berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kewarisan. Berbagai
isu turunan lainnya muncul pula dalam pembahasan Bowen seperti
pertanahan, identitas keagamaan, hak-hak wanita, penghormatan
kepada leluhur, modernisasi, the rule of law, dan persoalan sebagai
bangsa yang hidup bersama. Dalam mendiskusikan seluruh topik-
topik ini, analisis jender, persamaan hak, hubungan laki-laki-
perempuan dan keterkaitan agama, tradisi dan nilai-nilai universal
menjadi kata kunci utama pembahasan dalam buku ini'
Secara keseluruhan buku ini dibagi oleh pengarangnya menjadi
3 kerangka besar. Pada bagian pertama, Bowen memulai pemba-
hasannya atas kasus-kasus perselisihan yang terjadi pada diri
sejumlah individu pada level lokal. Pada tingkat ini, yang menjadi
bahan perebutan adalah pemaknaan dan reproduksi konsep
'keluarga'; baik sebagai bagian dari suatu sistem norma dau
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praktek lokal ataupun sebagai hasil dari upaya penerapan aturan-
aturan Islam universal atas masalah perkawinan, perceraian dan
kewarisan. Di bagian kedua buku ini, keterlibatan institusi
pengadilan dalam kerangka sebagai mekanisme penyelesaian
persoalan menjadi sentral. Bowen menunjukkan bahwa bentuk
penyelesaian yang ditawarkan oleh para hakim tidak semata-mata
terikat pada salah satu argumen; hukum Islam atau hukum adat,
tetapi mereka berpihak pada perkembangan sosial dan poiitik vang
mengitari suatu persoalan. Hasil akhir dari upaya para hakim ini
adalah suatu produk hukum yang merefleksikan kompromi dan
rekonsiliasi di mana prinsip persamaan jender menjadi bagian
integral di dalamnya. Perdebatan mengenai Islam dan soal keluarga
di sini lebih lanjut membawa pada masalah bingkai hukum, yaitu
sistem hukum apa sebenarnya yang harus mengatur umat Islam
Indonesia. Pertanyaan ini dilanjutkan oleh Bowen pada bagian
ketiga bukunya. Pada bagian terakhir ini, Bowen berusaha
menjawab serangkaian pertanyaan seputar apakah negara atau
Tuhan yang sebenarnya mempunyai keputusan final atas masalah
hukum? Siapa yang berkuasa atas diri seorang Muslim untuk
menikah atau bercerai; apakah pernikahan atau perceraiannya
menjadi sah karena justifikasi negara ataukah Iebih karena tuntunan
ajaran agar:.ra? Apakah negara berhak bertindak sebagai penentu
mana saja norma-norma keagamaan yang boleh berlaku di dalam
wilayahnya? Punyakah hak negara untuk mengatur batas-batas
interaksi antara satu komunitas keagamaan dan komunrtas
keagamaan lainnya? Bowen tampaknya melihat bahwa negara
terperangkap dalam suatu sikap yang dilematis antara mengakui
otonomi masing-masing agama untuk mengatur dirinya sendiri
pada satu sisi dan mengklaim bahwa negara punya hak daiam
menentukan norma-norma agama yang dapat berlaku pada sisi
lain.
Sistematika buku ini dengan jelas memperiihatkan ciri khas
pendekatan antropologi, yattu mendekati masalah dari perspektif
individual. Yang dicoba dijelaskan, mengikuti Lawrence Rosen,
disini bukanlah bagaimana agama dijadikan standar untuk menilai
perbuatan seseorang, melainkan upaya individu dalam mencari
justifikasi terhadap apa yang mereka telah perbuat dalam setfing
sosial yang spesifik.3 Perbuatan-perbuatan individu, oleh kare-
nanya, adalah hasil bentukan gagasan-gagasan, norma-norma dan
kepentingan-kepentingan, dan bukan selalu merupakan refleksi
atau manifestasi ideal ajaran agama. Dengan demikian, 'antropologi
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pertimbangan publik', sebagai sebuah pendekatan yang
ditawarkan oleh Bowen dalam buku ini, tidak saja memberi
perhatian yang besar terhadap berbagai dinamika sosial yang
muncul, seperti konflik, ketidaksesuaian, perubahan gaya hidup,
tetapi juga menyiapkan ruang bagi perbedaan pemikiran terhadap
suatu masalah sosial keagamaan yang sama (h 8)
"Public Reasoning"
Sebelum membicarakan buku ini lebih jauh ada baiknya
dijelaskan terlebih dahulu terminologi'Ttt,Lblic rensoning' yang
digunakan oleh Bowen dalam buku ini. Secara literal, istilah
tersebut bermakna 'pertimbangan di muka umum' atau
'pertimbangan publik'. Mencoba memahami istilah ini dalam
konteks bahasa Indonesia mungkin dapat diandaikan bahwa ada
suatu perbuatan atau tindakan yang dibawa ke muka publik
(musyawarah, rapat desa, sidang pengadilan, dll.) untuk
memperoleh masukan, pendapat, pemikiran ataupun keputusan.
Sampai sejauh mana semua bentuk pertimbangan itu memberi
pengaruh bagi suatu perbuatan atau tindakan bukanlah yang amat
terpenting, walaupun jelas mendapat perhatian pula dalam buku
ini, melainkan seluruh rangkaian interpretasi, argumentasi,
komparasi, seleksi dan justifikasi terhadap berbagai ragam nilai
dan norma itulah yang menjadi fokus utama.
Ada tiga pemikir politik liberal kontemporer yang menjadi titik
tolak Bowen dalam menyusun metode pendekatannya. Mereka
adalah Will Kymlicka,a Joseph Razs dan John Rawls.6 Dalam karya
mereka, ketiga pemikir ini mencoba mengajukan teori politik
tentang kehidupan pluralistik atau masyarakat multikultural.
Walaupun berbeda strategi pendekatan, mereka sama-sama
berupaya sampai pada satu titik temu, yaitu prinsip-prinsip utama
yang universal di mana semua masyarakat manusia dapat
menerimanya. Kymlicka dan Raz menyebut prinsip utama universal
itu adalah otonomi seorang individu dan kemampuannya dalam
membentuk atau mengkoreksi gagasan tentang 'hidup yang baik'
(the good life). Rawls pergi lebih jauh dengan memilah prinsip
utama itu menjadi dua hal. Pertama, 'konsepsi politik sekuler
tentang keadilan' yang dianut oleh seluruh masyarakat (dalam
istilah Rawls "overlapping consensus") dan memberi batasan-
batasan bagi pertimbangan publik. Kedua, seluruh kebudayaan
yang berbeda-beda dari setiap kelompok dalam masyarakat, yang
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masing-masing menciptakan untuk mereka sendiri seperangkat
ajaran untuk mencapai'good life', termasuk doktrin keagamaan.
Di Indonesia, seperti halnya di beberapa negara Muslim,
terdapat lebih dari satu 'konsepsi politik tentang keadilan'.
Identitas keagamaan seseorang menjadi penting untuk menentukan
sistem hukum apa yang berlaku bagi dirinya bila ingin menikah,
bercerai atau mewarisi. Di dalam masyarakat yang mempunyai
struktur hukum seperti ini, biasanya terus berlangsung di
dalamnya ketidaksepakatan yang mendalam antara kelompok-
kelompok sosial yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya
hubungan antara hukum nasional dan hukum agama. Bowen benar
belaka ketika memaparkan hal ini. Sebagai suatu bangsa yang sudah
merdeka selama lebih dari setengah abad,Indonesia belumberhasil
merumuskan apa yang disebut oleh Rawls 'oaerlnpping consensus'
dalam banyak aspek, khususnya mengenai suatu tata hukum
nasional yang menaungi masyarakat yang piural.
Atas dasar itu, Bowen berargumen dalam buku ini bahwa
pertimbangan pubiik yang muncul di Indonesia lebih banyak
mendasarkan diri kepada pemahaman Isiam tertentu yang
dikombinasikan dengan konsepsi yang berdasarkan adat istiadat
sekaligus. Hal ini membawa perdebatan lebih lanjut tentang apakah
menafsirkan teks-teks keagamaan dengan cara semacam itu,
misalnya dengan berdasarkan prinsip persamaan laki-laki dan
perempuan, dapat dibenarkan. Dalam hal ini, tampaknya umat Islam
Indonesia, yang sempat ditanya oleh Bowen dalam risetnya,
cenderung untuk mendukung satu konsepsi keadilan yang cukup
masuk akal yang bersifat publik sekaligus islami, dan agaknya
mereka kurang sependapat dengan pemiiahan konsepsi seperti yang
diusulkan oleh Rawls. Maka dari itu, istilah publik dalam buku ini
mempunyai makna yang lebih luas ketimbang yang digunakan oleh
Rawls, karena ia mencakup berbagai macam pemikiran tentang
keadilan dan hak-hak yang diutarakan oleh kepala desa, hakim,
politisi nasional, aktivis sosial dan masyarakat kebanyakan.
Kesemua pemikiran itu mempunyai implikasi bagi struktur
masyarakat dan meiintasi berbagai lapisan sosial masyarakat.
Tiga Sumber Hukum
Kerangka pendekatan lain yang digunakan oleh Bowen dalam
buku ini adalah bahwa di Indonesia terdapat tiga sumber untuk
penemuan dan pembentukan hukum. Mereka yang akrab dengan
studi hukum di Indonesia pasti sudah akrab betul dengan tiga
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sumber hukum ini, yaitu adat, Islam dan perundang-undangan
nasional. Yang disebut terakhir ini umumnya merupakan
peninggaian kolonial Belanda. Tiga macam sumber hukum ini tidak
semata-mata menjelaskan kepentingan dan fondasi historis hukum
di Indonesia, tetapi lebih dari itu bermacam-macam sumber hukum
itu merefleksikan tiga cara yang berbeda dalam memikirkan (zunys
of thinking) tentang hukum, norma dan negara itu sendiri. Sebagai
contoh, misainya Undang-und ang Perkawinan nomor 1 tahun 197 4.
Peraturan ini mengakomodasi ketiga sumber hukum itu sekaligus.
Seseorang yang mengklaim bahwa UU ini adalah hukum adat akan
mendapat pembenaran, karena di dalamnya terdapat, misalnya,
aturan harta bersama (gono-gini) yang berasal dari adat istiadat di
Indonesia. Begitupun, jika UU itu diklaim sebagai hukum Islam
dapat diterima pula karena sejumlah ketentuan-ketentuannya
diadopsi langsung dari hukum Islam seperti kebolehan berpoligami
dan waktu tunggu atau masa iddah bagi istri yang sudah bercerar
dari suaminva. Tentu tak perlu dikatakan lagi bahwa UU itu jelas
merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang
disahkan melalui sistem prosedur hukum modern.
Seberapa banyak komponen dari masing-masing sumber hukum
tersebut terakomodasi dalam pengembangan sistem hukum
nasional di Indonesia kerapkali merupakan persoalan pelik. Yang
muncul kemudian adalah pertanyaan mana di antara tiga sumber
hukum tersebut yang subordinat dan yang superior. Persaingan
antara tiga sumber hukum pada gilirannya menimbulkan perbedaan
pandangan tentang cita hukum nasional yang ingin diwujudkan.
Di masa kolonial Belanda, hukum adat memperoleh prioritas
ketimbang hukum Islam. Memang poiitik hukum pemerintah
Belanda sendiri, atas masukan dan nasehat pejabat Kantor Urusan
Pribumi (di antaranya adalah Snouck Hurgronje), mempertegas
superioritas kedudukan hukum adat di atas hukum Islam.
Keberiakuan hukum adat, khususnya hukum waris, dengan
demikran bukan saja hanya terlihat di tengah suatu masyarakat
suku tertentu, tetapi juga mendapatkan pengukuhan formal dari
pemerintah kolonial.7 Bagi sebagian pemimpin Islam di masa itu,
kebijakan kolonial ini dipandang tidak sejalan dengan kenyataan
bahwa masyarakat Muslim merupakan penduduk mayoritas di
Indonesia. Akan tetapi, pemimpin Islam itu tidak menyadari bahwa
mayoritas Muslim Indonesia sesungguhnya tidak seratus persen
menghayati dan memiliki komitmen penuh untuk merealisasikan
setiap inci doktrin hukum Islam dalam kehidupan mereka. Srstem
Shrdin Islnntikn, Vol. 10, No. 3, 2403
Httkun Islatn dnn Kesetnrnnn lanlLcr 181
kewarisan adat yang hidup di tengah masyarakat Jawa, misalnya,
membolehkan seorang anak angkat menerima harta warisani
sesuatu yang tidak diakui oleh hukum Islam. Fakta inilah yang
dilihat oleh Snouck Hurgronje dan lalu kemudian merekomen-
dasikan peraturan baru pada dekade-dekade awal abad ke-20 agar
masalah kewarisan dikeluarkan dari jurisdiksi pengadilan agama
di |awa dan Madura.
Studi yang dilakukan Bowen dalam buku ini sedikit banyak
telah menunjukkan fakta bahwa, bukan hanya di masyarakat Jawa
tetapi juga di beberapa kelompok etnis di Sumatera, hukum
kewarisan adat memang mempunyai akar yang cukup kokoh
berhadapan dengan hukum kewarisan Islam. Berlainan dengan
sistem kewarisan Islam yang membagi habis harta warisan kepada
setiap ahli waris sepeninggal pewaris, di dalam beberapa suku di
Sumatera harta warisan yang biasanya berupa tanah pusaka
diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa harus
dipecah menjadi kavling-kavling tanah warisan. Pertanyaannya
kemudian, bila ditihat dari kacamata hukum nasional, bentuk
hukum mana, adat atau Islam, yang ingin dipromosikan dan
dikembangkan ke dalam sistem hukum Indonesia?
Kesetaraan Jender
Sistem kewarisan adat semacam di atas agaknya kurang
mendapat dukungan formal dari sistem hukum nasional di aiam
lndonesia merdeka. Tampaknya ada dua penlelasan yang bisa
diberikan berkenaan dengan hal ini. Pertama, hukum adat
dipandang tidak sejalan dengan cita negara nasional yang
menghendaki unifikasi dan sentralisasi sistem hukum nasional.
Hukum adat justru akan membuat bangsa Indonesia yang tinggal
bersebaran di berbagai belahan kepulauan nusantara menjadi
terfragmentasi dan tidak terintegrasi ke dalam satu bangsa dengan
satu sistem hukum.6 Karena itulah, beberapa tahun tak lama
sesudah Indonesia merdeka, peradilan desa yang merupakan
institusi formal untuk menangani perkara-perkara hukum
berdasarkan adat istiadat setempat secara resmi dihapuskan lewat
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah'
Sementara itu, di bawah administrasi Departemen Agama, lembaga
peradilan agama Islam yang mampu menunjukkan kemampuannya
yang terbatas untuk melakukan unifikasi dan sentralisasi sistem
hukum nasional diperkenankan, bahkan didukung, untuk terus
suraiae.e
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Penjelasan kedua dapat kita temui dalam buku Bowen ini.
Dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan
adat lebih membawa masalah ketidakadilan, tepatnya
ketidaksetaraan jender (gender inequality). Seperti ditunjukkan oleh
Bowen, kewarisan adat yang tidak membagi-bagi tanah pusaka
telah menempatkan posisi anak-anak laki laki lebih beruntung
daripada anak-anak perempuan. Hal ini karena hasil keuntungan
dari pengolahan tanah pusaka itu, yang pada umumnya dikerjakan
oleh anak laki laki dan karenanya dikuasai oleh mereka, lebih
banyak jatuh pada mereka. Anak-anak laki laki biasanya adalah
pihak yang paling berhak untuk menentukan berapa besar hak yang
mereka peroleh dan seberapa besar porsi yang dapat dibagikan
kepada saudari perempuan mereka dari keuntungan pengolahan
tanah pusaka itu. Anak-anak perempuan, terlebih lagi bagi mereka
yang sudah kawin dan pindah mengikuti suaminya ke desa lain
yang jauh dari lokasi tanah pusaka, biasanya bersikap pasif dan
cenderung menerima berapa saja yang diberikan oleh saudara laki
laki mereka dari hasii keuntungan pengolahan tanah pusaka (h.
22-43).
Karena alasan gender inequnlity di atas itulah keberadaan lembaga
peradiian, baik Pengadilan Negeri maupun Agama, tak jarang
menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak perempuan untuk
mencari keadilan hukum bagi mereka daiam perkara harta waris.
Di dalam buku ini, Bowen mengajukan sebuah temuan yang
menarik dari hasil pengamatannya terhadap kasus-kasus sengketa
harta waris yang diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun
Agama di Takengon sejak dekade 40-an hingga dekade 90-an pada
abad yang lalu. Dibandingkan dengan laki-iaki penggugat, Bowen
menemirkan bahwa dalam banyak kasus perempuan penggugat
lebih sering menang dari pada kalah. Penting pula dicatat di sini
bahwa selisih perbedaan jumlah antara kasus perempuan penggugat
yang memenangkan kasusnya dan kasus mereka yang kalah,
terlihat lebih besar pada Pengadilan Agama ketimbang Pengadilan
Negeri. Jika di Pengadrlan Negeri 16 kasus menang berbanding 9
kasus kalah, maka di Pengadilan Agama terdapat 14 perkara
menang dan 3 perkara kalah (h. B4-BB). Bowen tampaknya ingin
menyimpulkan bahwa hingga tingkat tertentu bisa dikatakan
Pengadilan Agama telah membela hak-hak anak-anak perempuan
dari dominasi anak-anak laki-laki. Hanya ada sedikit catatan yang
digarisbawahi oleh Bowen bahwa pembelaan hak-hak perempuan
tersebut tampak jelas lebih karena dilihat dari skala perbandingan
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kasus antara yang diajukan ke "pengadilan desa" dan Pengadilan
Agama, dan bukannya karena aturan-aturan baku yang diterapkan
dalam tubuh institusi peradilan agama.
Dalam hal ini, Bowen kiranya benar belaka untuk memberi
kesimpulan bahwa Pengadilan Agama turut serta terlibat dalam
mempromosikan kesetaraan jender dalam hukum waris. Akan
tetapi, sayang sekali pembaca tidak memperoleh deskripsi lebih
lanjut tentang bagaimana hasil pembagian harta warisan
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama di Takengon itu. Apakah
hakim agama memutuskan untuk membagi sama rata baik untuk
anak-anak laki-laki maupun perempuan ataukah pola pembagian
itu mengikuti doktrin hukum Islam bahwa anak-anak laki-laki
mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak-anak perempuan?
Sekiranya hal yang terakhir ini yang diputuskan dalam kasus-kasus
yang dimenangkan perempuan penggugat di atas, dan agaknya
inilah yang merupakan kecenderungan umum, maka kesimpulan
Bowen tentang promosi kesetaraan jender yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama layak untuk diragukan. Pengadilan Agama
dengan demikian hanya baru mampu memberikan hak yang relatif
sama bagi anak-anak lakilaki dan perempuan untuk mewarisi, tetapi
belum berhasil mensejajarkan hak-hak yang diterima oleh anak-
anak lakilaki dan anak-anak perempuan dalam perkara kewarisan.
Ambivalensi Aturan
Jika pada bagian pertama dan kedua buku setebaI2S9 halaman
ini kasus-kasus yang dipaparkan terfokus pada masalah kewarisan
dan pembagian harta, maka pada bagian ketiga buku ini Bowen
menghadirkan perkara perkawinan, perceraian dan poiigami. isu
kesetaraan jender dalam masalah-masalah yang dibahas Bowen
pada bagian ketiga buku karangannya ternyata juga tidak kalah
penting bila dibandingkan dengan kasus-kasus pada bagian-bagian
awal bukunya itu. Beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan nasional yang berkaitan dengan masalah ini dilihat oleh
Bowen sebagai suatu perkembangan baru yang memberi keun-
tungan bagi perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-
laki. Keharusan pencatatan untuk keabsahan perkawinan, peng-
akuan atas hak perempuan mengajukan cerai gugat, dan
persyaratan yang ketat bagi lakilaki yang berminat menambah istri;
semuanya ini adalah ditujukan untuk memperkuat posisi perempuan
di hadapan dominasi lakilaki dalam sistem sosial klasik Islam yang
sudah berurat akar mentradisi.
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Kendati begitu, Bowen mengatakan bahwa berbagai ketentuan
peraturan tersebut bukan berarti tanpa celah kelemahan. Bowen
menyoroti perkara keharusan pencatatan perkawinan yang masih
sering kurang diindahkan oleh banyak pihak termasuk aparat
penegak hukum sendiri. Kasus pernikahan Mandra, salah seorang
aktor pemeran sinetron terpopuler "Si Doel Anak Sekolahan",
dengan Rina yang disidangkan oleh Pengadilan Agama Depok Jawa
Barat dapat ditunjuk sebagai sebuah contoh betapa hakim yang
menangani kasus tersebut kurang memberi perhatian penuh pada
masalah keharusan pencatatan untuk keabsahan perkawinan.
Walaupun Majelis Hakim memutuskan bahwa Mandra terbukti
melanggar hukum karena tidak mencatatkan pernikahannva dan
oleh sebab itu Mandra diharuskan membayar 100 juta rupiah
kepada Rina atas kerugran-kerugian yang menimpanva, Majelis
Hakim tidak mengeluarkan perintah untuk pencatatan pernikahan
dan beranggapan bahwa masalah pencatatan semata-mata
merupakan keputusan bersama pasangan suami istri yang menikah
dan bukan merupakan suatu tindakan yang dapat dipaksakan oleh
Pengadilan Agama (h. 184-185). Kenyataan ini sesungguhnya
menggambarkan bahwa nasib seorang perempuan khususnya
mengenai keabsahan status pernikahannya dan status hukum bagi
anak yang dilahirkannya sangat bergantung pada kemauan baik
sang suami yang bersedia mendaftarkan pernikahan mereka.
Problem ini kian menyulitkan posisi perempuan lebih-lebih jika ia
adalah istri tambahan sementara si suami tidak memenuhi
kualifikasi sebagaimana yang diminta oleh undang-undang untuk
boleh melakukan poligami.
Timbulnya masalah demikian lebih karena Undang-undang
Perkawinan Indonesia masih bersifat ambivalen terhadap
keabsahan suatu pernikahan. Bowen mengkritik bahwa aturan
perundang-undangan masih membedakan antara pernikahan yang
sah secara agama dan perkawinan yang sah menurut hukum. Pasal
2 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika
dilaksanakan berdasarkan agama dan keyakinan pihak suami dan
istri. Sementara disebutkan pula dalam Ayat2 Pasal tersebut bahwa
setiap perkawinan harus didaftarkan atau dicatat oleh lembaga
pegawai pencatat yang berwenang. Pertanyaan yang muncul,
bagaimana hubungan yang tercipta antara dua ayat tersebut?
Apakah Ayat 2 menjadi mtrqnyyid (mengqualifikasi) Ayat 1;
sehingga suatu perkawinan yang walaupun dilangsungkan
berdasarkan agama tetapi tak tercatat tidak dapat dianggap sebagai
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perkawinan yang sah? Ataukah Ayat 1 merupakan prinsip utama
keabsahan pernikahan sementara Ayat 2 tak lebih berfungsi
sebagai komplementer belaka; sehingga ada tidaknya pencatatan
sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan
pernikahan?
Bowen melihat bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) atas
masalah ini, yang dalam perkembangan hukum selanjutnya dapat
menjadi yurisprudensi di Indonesia, tidak seragam. Keputusan
kasasi yang dikeluarkan pada tahun 1991 misalnya memberi
kedudukan kuat bagi dominasi Ayat 1 terhadap Ayat 2. Namun,
pada tahun 1993 MA mengeluarkan kembali keputusan kasasi yang
berbeda dari sebelumnya; tidak ada pencatatan, tidak ada
perkawinan. Akan tetapi, MA dalam putusan yang dikeluarkan
terakhir pada tahun 1995 menyatakan bahwa suatu perkawlnan
yang walaupun tidak dicafatkan tetap dianggap sah sepanjang
sudah sah berdasarkan agama. Keputusan MA terakhir ini agaknva
sejaian dengan kehendak mayoritas berbagai organisasi Muslim
di Indonesia yang mengharapkan masalah pernikahan lebih
merupakan urusan keagamaan ketimbang sekedar persoalan
pencatatan (h. 183-184). Dengan kenyataan ambivalensi aturan
semacam ini dan fakta bahwa interpretasi yang dominan di tengah
masyarakat adalah yang mendukung dominasi Ayat 1 atas Ayat 2,
Bowen secara tidak langsung ingin mengafakan bahwa posisi
perempuan sesungguhnya rawan terhadap kesewenang-wenangan
yang mungkin menimpa diri mereka dan karenanya jelas kurang
diuntungkan oleh keadaan hukum semacam itu.
Perdebatan mengenai apakah keabsahan suatu pernikahan
ditentukan oleh ritual keagamaan ataukah oleh pencatatan menjadi
menarik jika diletakkan dalam bingkai teoritis ketegangan antara
dua kedaulatan: agama dan negara nasional. Berdasarkan uraian
di atas, pertanyaan yang relevan diajukan adalah mungkinkah
ditarik kesimpulanbahwa, daiam hal keabsahan perkawinan, umat
Islam di Indonesia lebih menjunjung kedaulatan agama ketimbang
kedaulatan negara nasional? Bisakah tingkat komitmen terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dijadikan
parameter untuk mengukur perasaan nasionalisme umat Islam di
Indonesia? |ika demikian halnya, bolehkah dikatakan bahwa
karena umat Islam lebih memperhatikan ketentuan agama dalam
perkawinan daripada ketentuan birokratis maka mereka memiliki
perasaan nasionalisme yang kurang kuat? Tidak ada jawaban yang
tegas dapat ditemukan atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam karya
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Bowen. Pengarang sepertinya menghindari fakta ketegangan ini
dengan mengatakan bahwa (melalui formulasi Pasal2 Ayat 1 UU
Perkawinan) negara telah mampu tampil memberi jalan keluar
dengan dua strategi pendekatan sekaligus: (L) menganggap bahwa
hukum perkawinan nasional sesungguhnya merupakan hukum
Islam, dan (2) menegaskan bahwa hukum nasional tidak mencegah
umat Islam untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum
agama mereka.
Sampai pada taraf tertentu, pernyataan pengarang ini barangkali
cukup mewakili gambaran umum atau idealisasi umat Islam
mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, kalau
seseorang mencoba meneiaah dengan seksama khususnya atas
masalah perceraian pasangan yang tidak memiliki surat nikah,
maka sesungguhnya yang terlihat adalah subordinasi agama.
Berbeda halnya dengan perkawinan, dalam hal perceraian masalah
tercatatnya pernikahan menjadi dasar utama untuk memproses
perceraian. Fakta bahwa sebuah pasangan suami istri telah menikah
secara sah menurut agama tidak dapat menjadi bukti untuk
mengurus perceraian. Pokoknya, tidak ada catatan nikah, tidak
ada perceraian. Padahal sebagai suatu rangkaian sebab-akibat,
status perceraian seharusnya mengikuti status perkawinan. Jika
perkawinan sah menurut agam4 maka perceraian pun mestinya
sah walaupun hanya dilakukan menurut agama (baca: tanpa bukti
catatan nikah).
Catatan Penutup
Apa yang dilakukan oleh Bowen lewat karyanya ini merupakan
sebuah analisis terhadap hukum Islam sebagai fenomena sosial
budaya dan bukannya semata-mata sebagai fakta hukum atau
politik. Dalam konteks perkembangan akademis di Indonesia, buku
ini jelas merupakan suatu sumbangan yang cukup baru dan sangat
berharga. Sebab, selama ini kaf ian-kajian empiris yang mencoba
mengangkat suatu kasus pelaksanaan hukum Isiam lebih banyak
melihat dari sudut pandang kesesuaiannya dengan syariat Islam
sebagai parameter. Dengan kata Iain, penelitian-penelitian
akademik yang banyak kita jumpai di perguruan tinggi agama Islam
di Indonesia, baik itu untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi,
senantiasa menempatkan doktrin syariat sebagai standar kebenaran
untuk digunakan menguji apakah suatu kasus pelaksanaan hukum
Isiam di tengah masyarakat sudah berkesesuaian atau malah
sebaliknya bertentangan dengan aturan syariat. Buku Bowen ini
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memberi kita suatu pelajaran bahwa hukum Islam tidak semata-
mata hanya dapat ditemukan dalam teks-teks suci, tetapi juga
muncul dalam pelbagai pertimbangan publik baik yang bersifat
horisontal maupun vertikal; rapat desa, ruang pengadilan, sidang
parlemen, dan keputusan birokrasi.
Studin Islnntikn, Vol. 10, No. 3,2003
188 Book Reaiew
Endnotes
1. Daniel Lev, Islamic Cottts in Indonesia: A Stttdy of tlrc Political Bases of Legnl
Institutions. (Berkeiey and Los Angeles: University of California Press,
1972).
2. M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatzua Majelis Ulama lndonesia. (Jakarta: INIS, 1993).
3. Rosen, Lawrence. The AnthropoLogy of lustice: Law ns Culture in Islamic Society,(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989); The lustice of
Islam: Comltnratiae Perspectiaes on Islamic Law and Society, (Oxford: Oxford
University Press, 2000).
4. Will Kymlicka, MtLltiaLltural Citizenship, (Oxford: Oxford University Press,
1995).
5. Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Lau nnd
Politics. (Oxford: Clarendon Press, 1994).
6. John Rawls, Political Liberalisnt, Edisi Kedua. (New York: Columbia
University Press, 1996); The Law of Peoples, with "the ldea of Public Reason
Reztisited". (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
7. Lihat misalnya Harry I. Benda, "Christian Snouck Hurgronje and the
Foundations of Dutch Isiamic Policy in Indonesia", The lournnl of Modern
History 30 (Dec. 1958); Aqib Suminto, Politik Islnm Hindia Belandn, (Jakarta:
LP3ES, 1985); Karel Steenbrink, Bebernpn Aspek Tentnng Islnm di Indonesia
Abad ke-19, (Jakarta: Bulan Bintang,1984); Sayuti Thalib, Receptio in Contrario,
$akarta: Bina Aksara, 1982).
8. Ratno Lukito, Islnmic Lnw nnd Adat EncorLnter: The Experience of lndone*n.
flakarta: Logos, 2001); Lev, Islamic Courts,
9. Lev. Islamic Courts.
Shdin lslnnrikn, Vol.10, No. 3,2003
Hukum lslnnt dnn Kcsctnrnnn lcntlcr 189
Bibliografi
Benda, Harry J. "Christian Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch
Islamic Policy in Indonesia", The lournnl of Modern History 30 (Dec. 1958).
Bowen, John R. "The History and Structure of Gavo Society: Variation and
Change in the Highlands of Aceh" Ph.D Dissertation, University of
Chicago, 1984.
* Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989. New Haven: Yale
University Press, 1991.
-, 
"The Transformation of an Indonesian Property System: Adat, Islam
and Social Change in the Gayo Highlands", Americnn Ethnologist i5 (1988),
274-293.
-, 
"'You may not give it away': How Social Norms Shape Islamic Law in
Contemporary Indonesian Jurisprudence" ,Islamic Lnw and Society 5 (1998),
1.-27.
Kymlicka, Wl[., Mttlticttlturol Citizensltip, Oxford: Oxford University Press,
1995.
Lev, Daniel, Islamic Courts irt Indonesia: A SttLdy of tlrc Political Bnses of Legnl
InstittLtions. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,
7972.
Lukito, Ratno. Islamic Lnu nnd Adnt Encounter : The Experience of Indonesin.
Jakarta: Logos, 2001.
Mudzhar, M. Atho. Fntzun-Fntwn Mnjelis Ulnmn Indonesln. Jakarta: INIS, 1993.
Rawls, John. Politicnl Libernlism, Edisi Kedua. New York: Columbia University
Press, 1996.
_. The Law of PeopLes, with "tlrc Idea of PubLic Reason Reuisited". Cambridge,
MA: Harvard University Press, 7999.
Raz, Joseph, Ethics in the PtLblic Domnin: Essays in the Morality of Law and Politics.
Oxford: Ciarendon Press, 1994.
Rosen, Lawrence. The Anthropology of lttstice: Lnu ns CulttLre in Islamic Societtl,
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989.
_. The lustice of Islnm: Compnratiae Perspectiaes on Islnmic Lau nnd Society,
Oxford: Oxford University Press, 2000.
Steenbrink, Karel. Beberapn Aspek Tentang Islnm di Indonesia Abad ke-19 ,lakarta:
Bulan Bintang, 1984
Suminto, Aqib. Politik Islnm Hindin Belnnda, Jakarta: LP3ES, 1985.
Thaiib, Sayuti. Receptio in Contrario, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
Arskal Sal,im, Dosen Fnkultas Synrinh dan Hukunt UIN Syarif Hidayatullnh laknrtn,
adalnh knndidat PltD di MeLbourne Unioersittl.
Studia Islnmikn, Vol.10, No. 3,2003
